





A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan terus diupayakan untuk peningkatan perekonomian yang 
mengharapkan kontribusi penerimaan negara tertinggi dari sektor perpajakan. 
Pajak salah satu sumber alternatif untuk membiayai pembangunan negara.  Dalam 
laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak  dilaporkan bahwa Pada tahun 2016 
pencapaian strategis Direktorat Jenderal Pajak tercermin dalam Persentase 
realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp1.105,81 triliun atau 81,75% dari 
target APBN-P tahun 2016. 
Pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat merupakan perwujudan peran 
serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan 
kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional 
sesuai dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi 
bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk mendukung tercapainya 
target penerimaan negara dari sektor pajak ini, pemerintah mengadakan suatu 
reformasi di bidang perpajakan (tax reform), yang mencakup usaha 
penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan dari yang sebelumnya sudah 





mengalami perubahan sejak tahun 1983 dari official assessment system menjadi 
self assessment system. 
self assessment system memicu adanya tindak kecurangan wajib pajak 
dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu, dalam self assesment 
system ini keberadaan basis data perpajakan yang lengkap dan akurat sangat 
penting bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP). Dalam akun resmi Direktorat 
Jenderal Pajak  dijelaskan bahwa pemerintah menerbitkan PP 31 tahun 2012 yang 
mengatur mekanisme pemberian data dan informasi dari pihak lain ke Direktorat 
Jendral Pajak sebagai dasar pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan yang dilakukan masyarakat.  
Berdasarkan undang-undang no.28 tahun 2007 sebagai tindakan untuk 
melakukan pengawasan terhadap self assessment system Dirjen Pajak berwenang 
melakukan pemeriksaan pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak  yang 
selanjutnya akan dilakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang yang 
dinyatakan tidak atau kurang bayar  yang diterbitkan oleh KPP. Setiap apa yang 
disampaikan oleh wajib pajak dalam perspektif self assessment system itu akan 
dianggap benar selama otoritas pajak tidak menyatakan bahwa itu tidak benar.   
Surat ketetapan pajak timbul jika adanya ketidakbenaran  atau ada data 
fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak, sehingga menyebabkan kesalahan 
pada laporan, hal ini sesuai dengan Undang-undang no.6 tahun 1983 pasal 1 
menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak adalah surat keputusan yang 





pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.  
Faktor lain yang dilakukan pemerintah guna untuk meningkatkan 
penerimaan pajak yaitu dengan penagihan pajak.  “Penagihan pajak adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh fiskus karena Wajib Pajak tidak mematuhi 
ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang  
terutang, penagihan pajak meliputi kegiatan, perbuatan, dan pengiriman surat 
peringatan, surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang,  pencegahan dan 
penyanderan (Mardiasmo,2011:145). Undang-undang nomor 19 tahun 2000 
menjadi dasar bagi kantor pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak 
dengan surat paksa bagi para wajib pajak yang tidak mau melunasi hutang 
pajaknya.  
Salah satu sumber penerimaan pajak lainnya yaitu penerimaan PPh pasal 25,  
Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan badan Pasal 25 
adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri 
oleh wajib pajak untuk setiap bulan sebesar pajak penghasilan yang terutang 
menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak dan angsuran Pajak Penghasilan 
pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang 
terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pajak akhir tahun pajak yang 
dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahun Pajak Penghasilan. 
Tujuan angsuran adalah untuk meringankan beban pajak, mengingat pajak yang 





Kementerian Keuangan dalam undang-undang no 36 tahun 2008 
menetapakan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, BUMN, 
BUMD, Bank, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Sedangkan 
untuk batas waktu pembayaran PPh pasal 25 yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, 
misalnya untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling 
lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur 
(termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka 
pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya sesuai Pasal 3 Peraturan 
Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010. Sanksi administrasi bagi 
keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 wajib pajak akan dikenai bunga 2% 
perbulan, dihitung  dari tanggal jatuh tempo sampai tanggal pelunasan  Sesuai 
Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.  
Dalam realisasi penghasilan pajak non migas terutama PPh pasal 25 orang 
pribadi  mencapai 5.275,17 miliar (18,32%), penerimaan PPh pasal 25 Orang 
Pribadi  tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 36,12% jika dibandingkan 
dengan tahun 2015 (LAKIN DJP 2016). Hal itu bisa terjadi dikarenakan 
penerbitan surat ketetapan pajak dan penagihan yang dilakukan kantor pajak. 
Surat ketetapan pajak akan berpengaruh apabila ditahun berjalan diterbitkan 
SKPKB untuk tahun pajak yang lalu maka besarnya angsuran akan dihitung 
kembali dan disesuaikan dengan SKPKB tersebut, berlaku mulai bulan berikutnya 
setelah penerbitan SKPKB sedangkan penagihan pajak akan perpengaruh ketika 





maka akan dilakukan penagihan pajak diawali dengan munculnya surat tagihan 
pajak dan sanksi adminstrasi yang dikenakan.   
Hasil penelitian dari Resti dkk (2015) yang melakukan penelitian di KPP 
Pratama Batu pada tahun 2010-2014. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
penerbitan surat ketetapan pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap penerimaan PPh pasal 25 Badan hal itu dikarenakan SKP diterbitkan 
hanya apabila terjadi kesalahan pengisian atau pelaporan SPt  serta adanya data 
fisik yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak badan.  
Penelitian dari Kukuh dkk (2014) yang melakukan penelitian pada KPP 
pratama Malang Utara Tahun 2005-2013 untuk wajib pajak badan. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara simultan SKP dan penagihan aktif memiliki 
pengaruh signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan. Secara parsial 
penagihan aktif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah pencairan 
karena wajib pajak tidak memandang bunga yang diberikan oleh kantor pajak 
sebagai suatu yang menambah beban sebab bunga yang diberikan dianggap terlalu 
kecil oleh wajib pajak, dan SKP memiliki pengaruh karena SKP memberikan 
makna bahwa surat ketetapan pajak merupakan faktor menentukan besar kecilnya 
pencairan pajak. 
Penelitian Anastasia dan Waluyo (2013), yang melakukan penelitian di KPP 
Pratama Kosambi untuk Wajib pajak Badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
secara simultan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh signifikan 





signifikan terhadap penerimaan PPh dan penagihan pajak berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan PPh, setiap peningkatan atau penurunan satu satuan 
penagihan pajak akan meningkatkan atau menurunkan penerimaan PPh. 
Dalam penelitian ini variabel bebas menggunakan penerbitan surat 
ketetapan pajak kurang bayar, Surat ketetapan pajak terdapat 4 jenis yaitu surat 
ketetapan pajak kurang bayar, Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan , 
Surat ketetapan pajak lebih bayar, dan Surat ketetapan pajak nihil, penelitian ini 
menggunakan SKPKB karena selain SKPKB merupakan surat ketetapan pajak 
yang memiliki pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan jumlah penerimaan 
pajak serta sebab dari munculnya surat ketetapan pajak telah tercakup didalam 
SKPKB. SKPKB menginformasikan tentang besarnya pajak yang masih harus 
dibayar dan sanksi administrasi yang dikenakan sehingga didalamnya dipastikan 
terdapat ketidakbenaran atau terdapat data fiskal yang tidak dicatat oleh wajib 
pajak sehingga menyebabkan adanya pajak yang masih harus di bayar dan sanksi 
administrasi. Variabel bebas yang kedua yaitu penagihan pajak dengan surat 
paksa, karena surat paksa merupakan penagihan aktif dan terdapat tambahan biaya 
ketika penerbitannya sehingga beban pajak dan tekanan yang diberikan kantor 
pajak semakin besar, alasan lain yaitu karena surat paksa merupakan pusat dari 
penagihan pajak terbukti dari dasar hukum penagihan pajak itu sendiri yaitu UU 
No. 19 tahun 2000 tentang penagihan dengan surat paksa dan menjelaskan bahwa 
surat paksa memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat ditentang.  
Perbedaan dengan peneliti lainnya adalah tempat  yang digunakan  untuk 





Sidoarjo Utara, karena dalam siaran pers Kanwil II Jawa Timur menyebutkan 
bahwa KPP pratama Sidoarjo Utara merupakan kantor pajak yang memperoleh 
penerimaan terbesar yaitu sebesar 381 Miliar serta Daerah Sidoarjo merupakan 
satu-satunya wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk tertinggi di JATIM 
dan di dominasi dengan kelompok usia pekerja (Statistik Daerah Sidoarjo) 
sehingga menunjukkan besarnya jumlah wajib pajak orang pribadi di daerah 
tersebut. 
Periode  dalam penelitian ini tahun 2011-2013, tidak menggunakan data 
terbaru atau tahun 2014-2016 dikarenakan pada tahun tersebut terdapat dua 
program pemerintah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah surat 
ketetapan pajak kurang bayar dan surat paksa yang diterbitkan yaitu pertama 
program sunset policy berdasarkan pasal 37A ayat 1 yang menyatakan tidak 
dilakukan pemeriksaan pajak selama wajib pajak mengikuti program sunset 
policy. Kedua program tax amnesty, dalam Laporan Kinerja Dirjen Pajak 
diuraikan salah satu alasan turunnya jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar 
yang diterbitkan, ketika wajib pajak mengikuti program tax amnesty dan 
mempunyai surat keterangan tax amnesty maka tidak akan diterbitkan surat 
ketetapan pajak. Penelitian ini ditujukan kepada WP-OPPT karena banyak orang 
pribadi yang memperoleh penghasilan lebih dari satu pemberi kerja dan 
melakukan usaha atau pekerjaan lain dan didukung dengan UU no.36 tahun 2008 
dalam pasal 25 tentang angsuran yang diwajibkan hanya kepada wajib pajak 





Dalam penelitian ini peneliti mencoba menghubungkan  SKPKB, penagihan 
pajak, dan PPh pasal 25,  sehingga berdasarkan uraian tersebut maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Surat Ketetapan Pajak 
Kurang Bayar dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 WP-
OPPT”. 
B. Perumusan Masalah 
1. Apakah  penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar  berpengaruh positif 
terhadap penerimaan PPh pasal 25 WP-OPPT ? 
2. Apakah  penerbitan Penagihan Pajak  berpengaruh positif terhadap 
penerimaan PPh pasal 25 WP-OPPT. 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji secara empiris pengaruh penerbitan surat ketetapan pajak 
kurang bayar terhadap penerimaan PPh pasal 25 WP-OPPT. 
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh penagihan pajak terhadap 
penerimaan PPh pasal 25 WP-OPPT 
D. Manfaat Teoritis 
1. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan dan wawasan dalam bidang perpajakan tentang surat 
ketetapan pajak kurang bayar dan penagihan pajak, dalam hal penerimaan 





1. Bagi kantor pelayanan pajak
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan  kepada kantor
pelayanan pajak  bahwa penerbitan surat ketetapan pajak  kurang bayar dan
penerbitan surat perintah  melaksanakan penagihan memiliki pengaruh
dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
Sebagai sumber informasi serta referensi untuk memberikan gambaran yang
lebih jelas bagi para peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian
tentang perpajakan  secara umum dan juga mengenai penerbitan  surat
ketetapan pajak kurang bayar dan  penagihan pajak  terhadap penerimaan
PPh.
